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Lembaga keuangan yang
sepertinya yang tidak pernah
ada ruginya sampai akhir
Tahun 2010 ini, salah satunya
adalah Pegadaian termasuk
Pegadaian Syariah sehingga
lembaga keuangan yang
lainnya baik itu lembaga
keuangan berbentuk bank
maupun non bank, baik yang
resmi maupun yang tidak
resmi (illegal) ikut juga
membuka lembaga Pegadaian
ini, meskipun secara
operasional sebenarnya tidak
mengikuti aturan gadai sendiri.
Justru sebenarnya lebih
mengarah kepada rentenir.
Pegadaian hanya untuk
menutupi operasional rentenir
saja dan ini jumlahnya justru

melebihi lembaga Pegadaian
yang resmi sendiri.

Oleh karena itu, menarik sekali
tulisan dari Dahlan Iskan
tentang Sistem Keuangan
Bawah Tanah yang Khas
Wenzhou "Rumah Gadai dan
Rentenir Topang Usaha Kecil"
berdasarkan hasil
perjalanannya ke Tiongkok
selama bulan Maret 2010.
Dimana salah satu di antara
banyak cara mengatasi krisis
yang sedang dilakukan adalah
menambabh izin baru untuk
mendirikan 240 rumah
pegadaian swasta. Padahal,
selama ini sudah ada 2.800
usaha sejenis. Di Tiongkok,
swasta boleh mendirikan
rumah pegadaian untuk

ERPU GADAI SWASTA,
MENGAPA TIDAK ....ccona.

mengatasi kebutuhan dana
usaha kecil yang biasanya
jarang bisa ditangani oleh
sistem perbankan formal.
Dikeluarkannya izin baru
tersebut juga untuk
menambah persaingan di
antara rumah gadai agar suku
bunga yang berlaku tidak
semakin tinggi. Sekarang ini
rumah gadai di Tiongkok
menetapkan bunga 3,2 persen
sebulan atau sama dengan
38,4 persen setahun. Padahal,
suku bunga pinjaman bank
hanya sekitar 9 persen
setahun. Meski bunga tinggi,
rumah gadai tetap kian populer
di masa seperti ini
(http://dahlaniskan.wordpres
s.com).

Bagaimana kondisi Pegadaian
di Indonesia? Sebenarnya,
realitas gadai swasta mungkin
lebih banyak lagi apabila
dibandingkan di Tiongkok,
namun belum ada lembaga
keuangan yang melakukan
identifikasi keberadaannya
termasuk Lembaga Pegadaian
yang ada saat ini (Pegadaian
Negara). Oleh karena itu,
dengan adanya pengajuan
Rancangan Undang-Undang
(RUU) tentang Gadai Swasta
yang diajukan oleh
Kementerian Keuangan ke
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ewan perwakilan Rakyal
Republik Indonesia (DPR RI)
ada tahun 2009 merupakan
angin segar bagi masyarakat
dan lembaa keuangan
egadaian yang sudah
peroperasi akan adanya
kepastian tentang pendirian
egadaian, mekanisme
operasional dan sebagainya.
pada Progam Legislasi
Nasional (Prolegnas) tahun
2010 - 2014 terdapat 247
rancangan Undang-Undang
yang akan dibahas di DPR,
gimana pada tahun 2010 ini
terdapat 58 RUU yang akan
gibahas dan sampai akhir
Tahun 2010 ini baru baru 20
RUU vyang sudah
diselesaikan/disetujui dan 16
RUU masih dalam proses
disetujui. Sedangkan RUU
Pegadaian "Gadai Swasta”
serdiri menempati urutan ke-
105 sehingga apabila tidak
a¢a kendala maka mungkin
b tahun 2011 akan dibahas.
-i apakah akan terjadi
«ian, pada tahun 2011
Pegadaian akan
3s, dengan urutan RUU
1aian yang cukup jauh.
lagi apabila pada Tahun
‘ ~anti ternyata terdapat
F yang sangat penting
1 segera disahkan
L znya terkait regulasi
F .k karena patut selalu
¢ at bahwa di Indonesia
ke =ntingan terkait dunia
pciiik masih cukup menonjol.

Perpu Gadai Swasta
Memang Kementerian

T M a ¢

Keuangan sebagal wakil

pemerintah yang mengajukan

sudah seharusnya mengawal

RUU Pegadaian ini, tetapl

tidak kalah pentingnya adalah

peran dari dukungan Lembaga
Non Bank dan Ahli Ekonomi
Syariah, Lembaga
Pengembangan Ekonomi
Syariah yang sangat
berkepentingan dengan
disahkannya RUU Pegadaian
ini untuk pengembanan
Lembaga Keuangan Syariah
(Pegadaian) Swasta yang ada
di Indonesia. Oleh karena itu,
sebagai antisipasi akan
terlambat disahkannya RUU
Gadai Swasta pada Tahun
2 01 1,
sedangkan
keberadaan UU
Gadai Swasta
sendiri saat ini
sudah cukup
mendesak untuk
diterapkan, ,,
maka tidak ada i
salahnya semua |
pihak terkait )
y a n g
berkepentingan
dengan hadimya
regulasi Gadai
Swasta ini untuk
bersama-sama
mendorong
Pemerintah
P us at
mengeluarkan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang

(atau disingkat Perpu) Gadai
Swasta melalui penetapan
Presiden.

Dengan harapan, pada Tahun
2011 nanlinya Perpu sudah
diajukan ke DPR untuk dapat
dilaksanakan. Dalam waktu
bersamaan dengan
pelaksanaan Perpu Gadai
Swasta ini, Pembahasan RUU
Gadai Swasta berdasarkan
penetapan Perpu dapat
disetujui menjadi Undang-
Undang Gadai Swasta dan
harapannya tidak ada
penolakan dari DPR RI.
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